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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan mengenai kebebasan 
berpendapat di Korea Selatan dan Korea Utara berdasarkan budaya politik, 
kelembagaan, struktur kekuasaan, dan akses informasi. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui 
analisis data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga 
internasional. Analisis menggunakan teori budaya politik Almond dan 
Verba serta pendekatan institusional dan struktural. Hasil dari penelitian ini  
menunjukkan bahwa Korea Selatan memiliki ruang kebebasan berpendapat 
yang relatif terbuka melalui kompetisi politik, keberagaman media, dan 
partisipasi masyarakat. Sebaliknya, sedangkan Korea Utara menerapkan 
pengendalian informasi yang ketat sehingga membatasi akses terhadap 
informasi independen dan penyampaian kritik kepada pemerintah. 
Meskipun demikian, keberadaan media alternatif menunjukkan adanya 
upaya masyarakat dalam mengakses informasi di luar saluran resmi negara. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebebasan berpendapat tidak hanya 
ditentukan oleh pengakuan hukum, tetapi juga oleh budaya politik, struktur 
kelembagaan, distribusi kekuasaan, dan akses informasi. 
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PENDAHULUAN  

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan politik Karena 
memberikan ruang bagi masyarakat dalam  menyampaikan pandangan, mengkritik kebijakan terhadap 
pemerintah, memperoleh informasi, serta berpatisipasi dalam proses pengambilan keputusan. 
Kebebasan menjadi unsur penting dalam kehidupan demokrasi, karena keberlansungan  pertukaran 
gagasan,  pengawasan terhadap kekuasaan,  dan pembentukan opini publik. Namun di dalam 
pelaksanaan kebebasan berpendapat tidak berlangsung sama di setiap negara. Perbedaan sistem politik 
struktur kelembagaan kondisi sosial, sejarah dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi 
kesempatan masyarakat untuk mengemukakan pendapat secara terbuka.  

Perbedaan pelaksana kebebasan berpendapat dapat dikaji melalui perbandingan Korea Selatan 
dan Korea Utara. Kedua negara memiliki latar belakang sejarah dan kebudayaan yang berkaitan, tetapi 
berkembangan dengan sistem politik serta pola hubungan negara dan masyarakat yang berbeda. Korea 
Selatan mengembangkan sistem demokrasi yang memberikan ruang bagi setiap kompetisi politik, 
pemilihan umum, keberadaan partai oposisi, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan publik. 
kebebasan berekspresi di Korea Selatan dan  masih menghadapi tantangan terutama  berkaitan dengan 
regulasi dinamika politik dan batasan hukum. Korea Utara yang menerapkan sistem politik terpusat 
dengan kontrol negara yang kuat terhadap media, arus informasi dan aktivitas politik Masyarakat. 
Laporan komisi penyelidikan perserikatan bangsa-bangsa mengenai hak asasi manusia di Korea Utara 
dapat menjelaskan pembatasan sistematis terhadap kebebasan berpendapat, akses informasi, dan 
berbagai hak dasar Masyarakat dalam (United Nations Human Right Council, 2014). Dari perbedaan 
tersebut dapat memperlihatkan bahwa, ruang kebebasan berpendapat tidak hanya ditentukan oleh 
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ketentuan hukum, tetapi  oleh pelaksanaan kekuasaan mekanisme pengawasan, dan kesempatan 
masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara mandiri.  

Budaya politik menjadi salah satu perspektif untuk memahami perbedaan mengenai kebebasan 
berpendapat di kedua negara. Almond dan Verba (1963) menjelaskan budaya politik melalui orientasi 
masyarakat terhadap sistem politik, termasuk aspek pengetahuan, perasaan, dan penilaian terhadap 
sistem tersebut. Dalam lingkungan politik yang menyediakan ruang terhadap kompetisi, kritik, dan 
pertukaran informasi masyarakat, memiliki kesempatan besar dalam menyampaikan pandangan serta 
mengawasi kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, budaya politik yang tidak dapat dipisahkan dari 
struktur kelembagaan dan pengalaman sejarah dari setiap negara. Perkembangan media dan teknologi 
digital  turut memperluas persoalan kebebasan berpendapat dalam kehidupan politik kontemporer. 
Media tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi tetapi juga menjadi ruang bagi 
masyarakat dalam membentuk opini menyampaikan kritik dan keterlibatan dalam diskusi politik 
(Alamsyah & Ridwan, 2023). Namun, pemanfaatan terhadap media digital mengenai kebebasan 
berpendapat bergantung pada ketersediaan infrastruktur, akses masyarakat terhadap informasi. 
Kebebasan media dan kebijakan pemerintah dalam mengatur komunikasi publik. Korea Selatan, 
perkembangan teknologi digital menyediakan keberagaman saluran komunikasi sehingga dapat 
digunakan masyarakat dapat  menyampaikan pandangan dan keterlibatan dalam perdebatan politik. 
Sebaliknya, pembatasan akses terhadap informasi dari luar negeri pengawasan komunikasi dan 
pengendalian media di Korea Utara membatasi kesempatan masyarakat dalam memperoleh, serta 
menyebarkan informasi secara independen. Persoalan tersebut berkaitan dengan perubahan kehidupan 
sosial dan ekonomi masyarakat Korea Utara. Melalui kajian  kehidupan sehari-hari, dan pertumbuhan 
ekonomi pasar Korea Utara, kemudian  fenomena  Jangmadang  menunjukkan dinamika sosial ekonomi 
di luar mekanisme  resmi negara. melalui fenomena tersebut memberikan konteks untuk memahami 
perubahan hubungan masyarakat dengan negara.  

Penelitian terdahulu telah membahas perbandingan sistem politik partisipasi masyarakat, dan 
pengendalian informasi di Korea Selatan dan Korea Utara melalui perspektif yang berbeda.   
perbandingan partisipasi politik dan demokrasi di kedua negara (Ayan, 2025). Sementara itu (Putri dkk. 
2026), dalam penelitian media dan Sistem Negara Totaliter: perbandingan pembatasan berpendapat 
ruang digital Korea Utara dan Laos 2016, (Alamsyah & Ridwan, 2023), Membahas peran cyber politics 
dalam memperluas partisipasi publik. Sementara itu, (Zeffilda, 2025), Mengkaji keberlanjutan rezim 
litarian Korea Utara melalui perspektif Hannah Arendt, Sedangkan (Armah & Halimah, 2024), 
membahas kebijakan strategis kepemimpinan Kim jong-un dan memperkuat negara Korea Utara. 
Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan untuk memahami hubungan antara sistem politik, 
partisipasi  karakteristik rezim, dan pengendalian terhadap informasi. Dengan demikian, kesenjangan 
penelitian ini terletak pada  analisis komparatif yang mengintegrasikan budaya politik dan pendekatan 
struktural dalam menjelaskan keterkaitan antara orientasi politik masyarakat struktur kekuasaan, dan 
ruang kebebasan berpendapat di kedua negara. perbandingan Korea Selatan dan Korea Utara tidak 
hanya diarahkan pada perbedaan karakteristik demokrasi dan otoritarianisme, tetapi juga pada 
mekanisme yang menghubungkan struktur kekuasaan dengan kesempatan masyarakat dalam 
memperoleh informasi,  dan menyampaikan kritik. Analisis ini menempatkan keterbukaan 
kelembagaan, distribusi kekuasaan, dan akses informasi sebagai dimensi yang saling berkaitan. 
Masyarakat dalam mengekspresikan pandangan politik. Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian 
mengenai Korea Selatan dan Korea Utara telah membahas perbandingan partisipasi politik, 
karakteristik sistem pemerintahan, serta pengendalian media dan informasi. Namun, aspek-aspek 
tersebut masih perlu dikaji secara terpadu untuk menjelaskan hubungan antara budaya politik, struktur 
kekuasaan, dan akses informasi dalam membentuk ruang kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, 
penelitian ini masih berupaya mengisi ruang kajian tersebut melalui analisis komparatif yang 
menghubungkan ketiga aspek tersebut dalam  memahami perbedaan kesempatan masyarakat dalam 
memperoleh informasi, menyampaikan kritik, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik di Korea 
Selatan dan Korea Utara kesenjangan tersebut, melalui penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
hubungan antara budaya politik dan keterbatasan berpendapat di Korea Selatan dan Korea Utara. Hal 
ini difokuskan pada perbedaan kesempatan masyarakat dalam memperoleh informasi, menyampaikan 
pendapat dan kritik, serta berinteraksi dengan pemerintah dalam konteks sistem politik di masing-
masing negara. Melalui penelitian ini menggunakan perspektif budaya politik dari (Gabriel A. Almond 
& Sidney Verba, 1963), yang dipadukan dengan pendekatan struktural untuk memahami bagaimana 
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orientasi politik dengan institusi distribusi kekuasaan, dan mekanisme pengendalian informasi. 
Pendekatan komparatif, tidak hanya membedakan sistem demokrasi dan otoritanialisme tetapi juga 
mengkaji bagaimana karakteristik kelembagaan dan lingkungan politik membentuk ruang ekspresi  
masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan: bagaimana interaksi 
antara budaya politik, struktur kekuasaan, dan akses informasi membentuk perbedaan kesempatan 
masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan kritik di Korea Selatan dan Korea Utara, dan akses 
informasi dalam membentuk perbedaan, kesempatan masyarakat dalam  menyampaikan pendapat dan 
kritik di Korea Selatan dan Korea Utara, Pertanyaan ini kemudian dianalisis melalui perspektif budaya 
politik dari Almond dan Verba menggunakan  pendekatan institusional, dan struktural.  

 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (literature review) dengan pendekatan kualitatif 
dan analisis komparatif. Data penelitian berupa sumber sekunder yang meliputi artikel jurnal ilmiah, 
buku akademik, laporan lembaga internasional, dan dokumen resmi  relevan, dengan kebebasan 
berpendapat di Korea Selatan dan Korea Utara. Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar 
dan publikasi akademik lainnya denan menggunakan kata kunci terkait mengenai  budaya politik, 
kebebasan berpendapat, sistem politik, pengendalian media, dan akses informasi. 
Literatur yang dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas sumber, dan 
kelengkapan informasi bibliografis. Analisis dilakukan melalui sintesis kualitatif dengan 
membandingkan kedua negara berdasarkan tiga aspek, yaitu budaya politik dan partisipasi masyarakat, 
struktur kekuasaan dan kelembagaan politik, serta kebebasan berpendapat dan akses informasi. Hasil 
perbandingan diinterpretasikan menggunakan teori budaya politik Gabriel A. Almond dan Sidney 
Verba (1963), serta pendekatan institusional dan struktural untuk menjelaskan perbedaan ruang 
kebebasan berpendapat di kedua negara 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
               kebebasan berpendapat di Korea Selatan dan Korea Utara dapat dianalisis melalui struktur 
pemerintahan, mekanisme perlindungan hak, kebebasan media, dan pengendalian terhadap informasi. 
Pendekatan Institusional menekan bahwa aturan formal, organisasi politik, dan praktik lembaga 
pemerintahan, dapat membentuk kesempatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, dan 
mengawasi kekuasaan. perspektif ini,  kebebasan berpendapat tidak hanya dipahami sebagai hak yang 
diakui secara hukum, tetapi juga sebagai hak yang melaksanakan,  dan dipengaruhi oleh cara institusi 
politik menjalankan kewenangan dan mengatur komunikasi publik. Dalam konteks Korea Selatan 
(Haggard & You, 2015),  kebebasan berekspresi masih menghadapi sejumlah persoalan, termasuk  
hukum pencemaran nama baik, pembatasan terkait keamanan nasional, aturan kampanye pemilu, serta 
kontrol terhadap media. Dari temuan tersebut dapat menunjukkan bahwa keberadaan sistem demokrasi 
secara otomatis menjamin kebebasan berekspresi tanpa hambatan. meskipun pada sistem politik Korea 
Selatan telah menyediakan mekanisme bagi masyarakat dalam menyampaikan kritik, mengawasi 
pemerintah, dan menerapkan regulasi tertentu. Hal ini  dapat mempengaruhi ruang ekspresi warga, 
jurnalis, dan kelompok politik. Oleh karena itu, kualitas kebebasan berpendapat perlu dinilai 
berdasarkan hubungan antara jaminan hukum, dan penerapannya di dalam praktik. Perkembangan 
media dan demokratisasi di Korea Selatan, demokratisasi dapat memberikan peluang bagi media untuk 
menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan dan menyediakan informasi bagi masyarakat 
(Gong & Rawnsley, 2018). Namun, independensi media masih menghadapi tantangan akibat dari 
kepentingan pemilik media, persaingan politik, dan kondisi ekonomi industri pers.  institusi media 
memiliki peran penting dalam membantu ruang publik tetapi efektivitasnya sebagai sarana dalam 
menyampaikan kritik dan  dipengaruhi oleh kepentingan politik, dan ekonomi. Dengan demikian, 
kebebasan berpendapat di Korea Selatan perlu dipahami melalui pelaksanaan aturan, independensi 
media dan aktivitas mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Berdasarkan pendekatan institusional 
perbedaan kedua negara terletak pada keterbukaan, lembaga politik, pelaksanaan perlindungan hak dan 
ketersediaannya saluran dalam menyampaikan aspirasi. Korea Selatan yang menyediakan ruang relatif 
terbuka melalui kompetisi politik  dan  keberagaman media dan partisipasi masyarakat sipil, meskipun 
masih menghadapi tantangan regulasi, dan independensi media. Sebaliknya,  pengendalian media, dan 
pembatasan informasi  Korea Utara, sehingga kesempatan masyarakat dalam menyampaikan kritik 
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secara independen terdapat pembatasan. Dengan demikian institusi politik  berperan dalam menentukan 
sejauh mana kebebasan berpendapat dapat dilaksanakan dalam kehidupan di masyarakat.  
                  Pendekatan struktural yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana distribusi kekuasaan 
hubungan antara negara dan masyarakat, serta penguasaan sumber informasi dapat   mempengaruhi 
kebebasan dalam berpendapat. berbeda dengan pendekatan institusional yang menitikberatkan pada 
aturan dan mekanisme lembaga, pendekatan struktural memperlihatkan bagaimana susunan kekuasaan 
dalam membentuk kesempatan berbagai kelompok untuk mengakses informasi dalam menyampaikan 
kritik, dan mempengaruhi kebijakan publik di Korea Selatan. Struktur politik  yang kompetisi antar 
partai, keberadaan oposisi, setiap aktivitas masyarakat sipil yang menyediakan saluran bagi 
penyampaian aspirasi kepada  pemerintah. Distribusi kekuasaan yang melibatkan berbagai aktor politik, 
dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengkritik kebijakan, dan mendorong perubahan 
melalui mekanisme publik. Meskipun demikian, kesempatan tersebut tidak sepenuhnya bebas dari 
hambatan. Mempengaruhi kepentingan ekonomi terhadap media dan penerapan regulasi tertentu dapat 
mempengaruhi kelompok atau individu dalam menyampaikan pendapat. Oeh karena itu, keterbukaan 
struktur politik perlu disertai distribusi akses informasi yang memadai, dan perlindungan terhadap 
kebebasan berekspresi. Sebaliknya, Korea Utara yang memperlihatkan struktur kekuasaan sangat 
terpusat dengan negara memiliki Kendali terhadap lembaga politik media, dan arus informasi.  Ketika 
akses terhadap media alternatif dan komunikasi independen dibatasi maka masyarakat memiliki lebih 
sedikit saluran untuk membandingkan informasi resmi dengan perspektif lain. Melalui kondisi tersebut 
juga mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membentuk ruang diskusi publik yang relatif bebas 
dari pengawasan negara. Struktur kekuasaan Korea Utara membatasi akses informasi, sebagian 
masyarakat tetap memperoleh media asing melalui jaringan informal (Kuhnhenn et al. 2020). Dari 
perspektif struktural fenomena tersebut memperlihatkan adanya hubungan yang tidak sepenuhnya 
seimbang antara kemampuan negara pengendalian informasi dan praktik masyarakat dalam mencari 
sumber alternatif. Namun, jaringan informasi tersebut terdapat  keberadaan sistem media independen 
yang terlindungi secara hukum karena aksesnya terhadap berlangsung dalam kondisi pembatasan dan 
risiko.  
Perbandingan struktural kedua negara dapat menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat berkaitan erat 
dengan distribusi kekuasaan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber informasi yang 
beragam. di Korea Selatan keberadaan berbagai faktor politik dan saluran komunikasi dapat 
memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat dalam menyampaikan kritik meskipun masih 
terdapat tantangan yang berkaitan dengan kepentingan politik dan ekonomi. Di Korea Utara kekuasaan 
dan pengendalian informasi terdapat pembatasan pada kesempatan. Dengan demikian, pendekatan 
struktural dapat membantu menjelaskan bagaimana kebebasan berpendapat ini  berbeda secara 
mendasar, meskipun kedua negara memiliki masyarakat yang sama-sama dapat mengembangkan 
pandangan dan penilaian politik.  
 Melalui pendekatan institusional dan struktural menunjukkan bahwa perbedaan kebebasan berpendapat 
di Korea Selatan dan Korea Utara dapat terbentuk melalui hubungan antara aturan politik dan distribusi 
kekuasaan. melalui pendekatan institusional menjelaskan bagaimana peraturan lembaga pemerintah 
mekanisme perlindungan hak dan menentukan saluran formal untuk me nyampaikan pendapat. 
Sementara itu, pendekatan struktural dapat menjelaskan bagaimana pemusatan distribusi kekuasaan, 
hubungan negara dengan masyarakat serta penguasaan informasi mempengaruhi kemampuan 
masyarakat untuk menggunakan saluran tersebut. 
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Tabel 
 

Tabel 1. Perbandingan Kebebasan Berpendapat di Korea Selatan dan Korea Utara 
 

No.      Korea Selatan  Korea 
Utara 

1 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
5. 
 

 

Demokrasi  Elektroral 
 
Kebebasan Berpendapat 
relatif terbuka 
 
Media Beragam 
 
Akses Informasi Luas 
 
Kritik Publik di 
perbolehkan 

Otoriter 
Di batasi 
 
Dikendal
ikan  
negara  
 
Akses 
terbatas 
 
Kritik 
berisiko 

Sumber: Diolah berdasarkan United Nations Human Rights Council, 2014, Dan Human Rights 
Watch, 2024 

 
KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di Korea Selatan dan Korea Utara 
berkaitan dengan interaksi antara budaya politik, struktur kelembagaan, distribusi kekuasaan, dan akses  
informasi yang terdapat perbedaan. Korea Selatan memiliki ruang kebebasan dalam berpendapat  yang 
relatif terbuka melalui kompetisi politik, keberagaman media, dan partisipasi masyarakat, meskipun 
masih menghadapi tantangan regulasi dan independensi media. sebaliknya, pemusatan kekuasaan dan 
pengendalian informasi di Korea Utara membatasi akses masyarakat terhadap informasi independen 
serta kesempatan menyampaikan kritik secara terbuka. Meskipun demikian  peredaran media alternatif 
melalui jaringan informasi dapat menunjukkan bahwa praktik masyarakat tidak sepenuhnya ditentukan 
oleh kebijakan resmi negara. Melalui teori budaya politik Almond  dan Verba,  menggunakan  
pendekatan institusional dan struktural, penelitian ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tidak 
hanya ditentukan oleh pengakuan hukum, tetapi juga oleh distribusi kekuasaan.  

Penelitian ini memiliki keterbatasan, karena menggunakan data sekunder melalui tinjauan 
pustaka dan tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung. Selain itu, keterbatasan 
akses terhadap informasi independen mengenai Korea Utara menyebabkan orientasi politik masyarakat 
dan praktik kebebasan berpendapat tidak dapat diketahui secara menyeluruh. Maka dari itu mekanisme 
perlindungan hak dan kesempatan masyarakat dalam  berpartisipasi. interpretasi mengenai orientasi 
politik khususnya masyarakat Korea Utara perlu dilakukan secara hati-hati.  Dengan demikian 
kebebasan berpendapat perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara sistem politik struktur kekuasaan, 
dan praktik sosial masyarakat. 
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